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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Harga 

Harga adalah alat pengukur dasar sebuah sistem ekonomi karena 

mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Harga sebuah produk atau jasa 

merupakan faktor penentu utama permintaan pasar. Harga mempengaruhi 

posisi persaingan dan bagian atau saham pasar dari perusahaan. Sewajarnyalah 

jika harga mempunyai pengaruh yang bukan keil terhadap pendapatan dan 

laba perusahaan.
11

 

Secara singkat, harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk 

memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang 

menyertainya.
12

 Setelah anda memutuskan produk dan jasa yang ingin anda 

tawarkan kepada konsumen, anda harus menentukan harga yang sesuai.
13

 

Harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang 

mengahasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya unsur 

biaya saja. Walaupun penetapan harga merupakan persoalan penting, masih 

banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan 

penetapan harga tersebut. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka 

harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share  pasar 

yang dapat dicapai oleh perusahaan.
14
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Penetpan harga selalu jadi masalah bagi setiap perusahaan karena 

penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari 

seorang pengusaha. Seperti telah diuraikan ditas, dengan penetapan harga 

perusahaan dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang 

dihasilkan dan dipasarkannya. Peranan penetapan harga akan menjadi sangat 

penting terutama pada keadaan persaingan yang semakin tajam dan 

perkembangan permintaan yang terbatas.
15

 

Dalam keadaan peraingan yang semakin tajam dewasa ini, yang 

terutama sangat terasa dalam pasar pembeli (buyers market), peranan harga 

sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan 

di pasar, yang tercermin dalam share perusahaan, disamping untuk 

meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Dengan kata lain, 

diperkirankan sebelumnya.
16

 Dalam perusahaan industri penetapan harga 

merupakan faktor-faktor penting, perusahaan kerap kali mendirikan bagian-

bagian lain untuk menetapkan harga yang tepat.
17

 

Penetapan harga jadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat 

harga merupakan slah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang 

ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal. Akan tetapi, 

keputusan mengenai harga tidak mudah untuk dilakukan. Disatu sisi lain akan 

sulit dijangkau oleh konsumen. 
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Dalam kasus tertentu, harga yang mahal sekali dapat diprotes lembaga 

konsumen dan bahkan mengundang campur tangan pemerintah untuk 

menurunkannya. Selain itu, margin laba yang besar cenderung menarik para 

pesaing untuk masuk keindustri yang sama. Sebaliknya, harga terlampau 

murah, pangsa pasar akan melonjak. Akan tetapi, margin kontribusi dan laba 

bersih yang diperoleh akan berkurang. 

Penetapan harga biasanya dianggap sebagai sebuah fungsi pemasaran, 

tetapi juga membutuhkan masukan dari bidang lain dalam perusahaan. 

Manajer akuntansi dan keunganan selalu memainkan peran penting dalam 

penetapan harga, dengan cara memberikan data penjualan dan biaya yang 

dibutuhkan untuk pembuatan keputusan.
18

 

Harga adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari the marketing 

mix, karena juga tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen the marketing 

mix  yang lain yaitu produk, distribusi dan promosi penjualan.
19

 Oleh karena 

itu dalam menyusun strategi harga perusahaan tidak dapat mengabaikan 

kebijaksanaan pemasaran jangka pendek dan menengah yang telah digariskan 

maupun strategi produk, distribusi dan promosi penjualan. Disamping itu 

seperti halnya bauran pemasaran strategi harga perlu memperhitungkan 

persepsi konsumen sasaran kepada siapa strategi itu ditujukan dan 

perkembangan lingkungan bisnis. 
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Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah barang beserta jasa-jasa tertentu atau kombinasi dari keduanya.
20

 

 

B. Konsep Harga 

Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian 

harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan dengan 

penetapan harga. Yang dimaksud dengan utility dan value sebagai berikut: 

1. Utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang 

memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan (needs), keinginan, 

dan memuaskan konsumen. 

2. Value, adalah nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain, nilai ini 

dapat dilihat dlam situasi barter yaitu dengan produk lain. Nilai ini dapat 

dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran barang dengan barang. 

Sekarang ini kegiatan perekonomian tidak melakukan barter lagi tetapi 

telah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga (price) adalah 

nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. 

Definisi diatas memberikan arti bahwa harga merupakan sejumlah 

uang yang digunakan untuk menilai untuk mendapatkan produk maupun jasa 

yang dibutuhkan konsumen.
21

 

Selain harga mempunyai konsep harga, ada juga dimensi strategik 

harga. Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang 
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membutuhkan pertimbangan cermat. Ini dikarenakan adanya sejumlah dimensi 

strategik harga dalam hal: 

a. Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk (a statement of 

value). Nilai adalah rasio atau perbandingan antara persepsi terhadap 

manfaat (perceived benefits) dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan produk. Manfaat atau nilai pelanggan total meliputi nilai 

produk (seperti realibilitas, durabilitas, kinerja dan nilai jual kembali), 

nilai layanan (pengiriman produk, pelatihan, pemeliharaan, reperasi dan 

garansi) nilai personil (kompetensi, keramahan, kesopanan, responsivitas 

dan empati), dan nilai citra (reputasi, produk, distributor dan produsen), 

sedangkan biaya pelanggan total mencakup biaya moneter (harga yang 

dibayarkan), biaya waktu, biaya energi dan biaya psikis. Dengan demikian, 

istilah “good value” tidak lantas berarti produk yang harganya murah, 

namun istilah tersebut lebih mencerminkan produk tertentu yang memiliki 

tipe dan jumlah manfaat potensial (seperti kualitas, citra dan kenyamanan 

belanja) yang diharapkan konsumen pada tingkat harga tertentu. Sebagai 

contoh, seorang tamu hotel yang ingin menginap di hotel mlati relatif akan 

dapat menerima jika di dalam kamarnya hanya terdapat kipas angin. 

Namun, tamu hotel bintang lima dapat komplain ke pihak manajemen 

hotel jika ternyata AC atau fasilitas air panas dikamar mandinya macet. 

b. Harga merupakan aspek yang tampak jelas (visible) bagi para pembeli. 

Bagi  konsumen yang tidak terlalu paham hal-hal teknis pada pembelian 

produk otomotif dan elektroniik, kerap kali harga menjadi satu-satunya 

faktor yang dapat mereka mengerti. Tidak jarang pula harga dijadikan 

semacam indikator kualita. 
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c. Harga adalah determinan utama permintaan. Berdasarkan hukum 

permintaan (the law of demant), besar kecilnya harga memengaruhi 

kuantitas produk yang dibeli konsumen. Semakin mahal harga semakin 

sdikit jumlah permintaan atas produk bersangkutan dan sebaliknya. 

Meskipun demikian itu tidak selalu pada semua situasi. Dalam kasus 

tertentu seperti mobil mewah, harga yang mahal malah diminati 

konsumen. 

d. Harga berkaitan dengan pendapatan dan laba. Harga adalah satu-satunya 

unsur bauran pemasran yang mendatangkan pemasukan bagi perusahaan 

yang pada gilirannya berpengaruh pada besar kecilnya laba dan pangsa 

pasar yang diperoleh. Unsur bauran pemasaran lainnya seperti produk, 

distribusi dan tradisional, harga adalah elemen yang paling mudah diubah 

dan diadaptasikan dengan dinamika pasar. Ini terlihat jelas dari persaingan 

harga (perang diskon) yang kerap terjadi dalam industri ritel. Ini berbedda 

dengan kebijakan produk, distribusi dan promosi terintegritas yang 

menuntut komitmen jangka panjang. 

e. Harga memengaruhi citra dan strategi positioning dalam pemasran produk 

pretisius yang mengutamakan citra kualitas dan eksklusivitas, harga 

menjadi unsur penting. Konsumen cenderung mengasosiasikan harga 

dengan tingkat kualitas produk. Harga yang mahal dipersepsikan 

mencerminkan kualitas yang tinggi dan sebaliknya. Karena itu, tidaklah 

mengherankan jika harga speciality products seperti parfum ternama, 

buaana rancangan desainer terkenal, dan sejenisnya) sangat mahal. 

f. Harga bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan cepat dari empat 

nsur bauran pemasaran tradisional. Harga adalah elemen yang paling 
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mudah diubah dan diadaptasikan dengan dinamika pasar. Ini terlihat jelas 

dari persaingan harga (perang diskon) yang kerap terjadi dalam industri 

ritel. Ini berbeda dengan kebijakan produk. Distribusi dan  promosi 

terintegrasi yang menurut komitmen jangka panjang. 

g. Harga merupakan masalah No 1 yang dihadapi para manajer, setidaknya 

ini ditunjukkan oleh adanya empat level konflik potensial menyangkut 

aspek harga: 

1. Konflik Internal perusahaan. Ada tiga jenis  kemungkinan konflik 

menyangkut penetapan harga dalam perusahaan. Pertama, dalam 

banyak perusahaan sering kali terjadi ketidaksepakatan mengenai 

fungsi utama strategi penetapan harga, mendorong pertumbuhan 

volume penjualan atau menghasilkan laba. Potensi konflik kedua 

melibatkan individu-individu dalam perusahaan yang mengutamakan 

rate of return, pay back atau aliran kas dan mereka yang mendesak 

agar harga ditetapkan tinggi dengan pertimbangan biaya dan 

diministhing returns yang tinggi pada aktivitas-aktivitas pemasaran. 

Sedangkan jenis konflik ketiga melibatkan para individu yang 

mengutamakan pangsa pasar dan peningkatan volume penjualan serta 

mereka yang cenderung menekankan harga murah demi tercapainya 

skala ekonomis. Jenis konflik kedua dan ketiga dapat tumpang tindih, 

namun yang pasti keduanya harus diupayakan solusinya. 

2. Konflik dalam saluran distribusi. Anggota saluran distribusi dapat 

berperan ganda, yakni sebagai pembeli dan sekaligus resellers. Peran 

ganda ini dapat menimbulkan ketidaksepakatan dengan kebijakan 
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penetapan harga pemanufaktur. Saat bertindak sebagai pembeli, 

anggota saluran distribusi hampir selalu menginginkan harga yang 

murah. Sedangkan saat bertindak sebagai reseller, mereka kerap kali 

ingin memaksimalkan aliran pendapat yang mengarah pada keinginan 

akan harga yang mahal. Konflik lainnya menyangkut harga eceran 

yang ditetapkan pemanufaktur (suggested/rekommended retail prices). 

Meski sebagian distributor bersedia mematuhi harga tersebut. Namun, 

ada pula yang karena perbedaan kondisi pasar terpaksa tidak 

mematuhinya. 

3. Konflik dengan pesaing. Tipe konflik ini mungkin merupakan konflik 

yang paling nampak jelas dan serius. Dalam pasar oligopoli misalnya, 

tingkat harga produk sebuah perusahaan dapat memengaruhi volume 

penjualan para pesaingannya. Dalam pasar yang lebih kompetitif 

dengan diferensiasi produk yang kurang signifikan, strategi harga bisa 

jadi merupakan kunci keunggulan bersaing. Bahkan, dalam pasar 

monopoli sekalipun, tekanan persaingan tetap ada, baik dari 

barang/jasa substitusi maupun pesaing potensial. 

4. Konflik dengan instansi pemerintah dan kebijakan publik. Strategi 

penetapan harga yang diterapkan oleh sebuah perusahaan dapat saja 

menimbulkan konflik dengan instansi pemerintah atau kebijakan 

publik. Salah satunya yang paling sering menimbulkan masalah adalah 

kebijakan harga. Kebijakan ini memang tidak populer dan sering 

mengundang reaksi keras dari publik, terutama bila produknya 

menyangkut kepentingan masyarakat umum (seperti halnya obat-

obatan, BBM dan makanan. 
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C. Harga dalam Pandangan Islam 

Konsep harga/taif menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada 

hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran agama Islam Al-Quran 

sendiri sangat menekan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. 

Oleh karena itu adalah hal wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam 

aktivitas pasar khususnya harga, dengan ini Rasulullah menggolongkan riba 

sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen. 

Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah :278 yang berbunyi: 

                        

Artiya:  Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-

orang yang beriman (Al-Baqarah: 278) 

 

Istilah  harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadits Nabi 

dalam konteks kompensasi seorang majikan membebaskan budaknya dalam 

hal ini budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh 

kompensasi yang adil (qimqh al-adl) istilah yang sama jugatelah pernah 

digunakan sahabat Nabi yakni Umar Ibn Khatab. Ketika menetapkan nilai 

baru untuk diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan 

mengakibatkan kenaikan harga-harga. 

Para Fuqaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga 

menggunakan konsep harga didalam kasus penjualan barang-barang cacat. 

Para Fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk 

objek serupa, oleh karena itu mereka mengenalnya dengan harga setara. Ibnu 

Taimiyah merupakan orang pertama kali menaruh perhatian terhadap 
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permasalahan harga adil. Ia sering menggunakan dua istilah ini yaitu 

kompensasi yang setara dari harga yang setara. 

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan 

permintaan dan penawaran, ia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak 

selalu disebabkan oleh tindakkan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat 

transaksi. Dalam konsep Islam pertemuan antara pembelian dan penjualan 

tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela tidak ada pihak yang merasa 

terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Misalnya, 

penjual tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi, 

padahal konsumen atau pembeli membutuhkan barang tersebut.
22

 

Prinsip yang mementingkan keuntungan sangat berlawanan dengan 

keadilan, karena tindakan mencari keuntungan secara tidak adil kita 

melanggar hak orang lain. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan, 

terdapat beberapa perintah yang berhubungan dengan hal ini misalnya 

Firman Allah surat al-qashash ayat 37: 

                           

            

Artinya :  Musa menjawab: “Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) 

membawa prtunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat 

kesudahan (yang baik) dinegeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah 

akan mendapat keuntungan orang-orang yang zalim”
23
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Harga dalam pandangan Islam pertama kali terlihat dalam hadits yang 

menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk 

menetapkan harga di pasar Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan 

bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan karena Allah-lah yang 

menentukannya, sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. 

Kekaguman ini karena ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa 

harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah SWT. 

Menurut pakar Ekonomi Kontemporer teori inilah yang diadopsi oleh 

bapak Ekonomi Barat Adam Smith dengan teorinya invisible hands, menurut 

teori ini pasar-pasar akan diatur oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan, oleh 

karena itu harga disebut berdasarkan dengan teori ini permintaan dan 

penawaran. 

Harga juga dipengaruhi oleh tingkat-tingkat kepercayaan terhadap 

orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seorang yang terpercaya dan 

dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang 

melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas (kekuatan 

untuk menimbulkan kepercayaan) seseorang dalam masalah kredit telah 

diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang 

tersebut. Tetapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah 

diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang 

tersebut dan cenderung memasang harga tinggi. 

Pada masa Khulafah Rasyidin para Khalifah pernah melakukan 

investasi pasar baik pada sisi penawaran maupun permintaan. Intervensi ini 

dilakukan para Khalifah dari sisi permintaan adalah mengatur jumlah barang 
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yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al-Khatab 

ketika mengimpor gandum dari mesir untuk mengendalikan harga gandum di 

Madinah. Sedangkan intervensi disisi permintaan dilakukan dengan menanam 

sikap sedehana dan menjauhkan dari sifat konsumarisme. Investasi pasar juga 

dilakukan dengan pengawasan pasar (hisbah). Dalam pengawasan pasar 

Rasulullah menunjuk Said Ibn Zaid Ibn Al-Ash sebagai kepala pusat pasar di 

Mekah.
24

 

Akhmad Mujahidin mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan 

Rasul diamana Rasul tidak mahu menetapkan harga. Hal demikian 

menunjukan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar 

yang alamiah hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal akan tetapi 

apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kedzaliman seperti adanya 

kasus penimbunan, riba dan penipuan, maka pemerintah hendaknya dapat 

bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga dari 

penetapan harga tersebut tidak adanya pihak yang dirugikn. Dengan demikian 

pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menentukan harga apabila 

terjadi praktek kedzaliman pada pasar, namun dalam kondisi normal harga 

diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.
25

 

Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “penetapan 

harga mempunyai dua bentuk: ada yang boleh dan ada yang haram, yang 

haram adalah Tas’ir, sedangkan yang boleh adalah yang adil”.
26

 

                                                             
24

 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Jogyakarta: Ekonosia, 2004), cet 1, h. 32 
25

 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 172 
26

 Yusuf Al-Qardhawi, Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta:  Gema Insani, 

1997), h. 257 



 42 

Sedangkan menurut Al-Ghazali mengenai harga menunjukkan kepada 

kurva penawaran yang positif ketika menyatakan jika petani tidak 

mendapatkan pembeli bagi harga-harga produknya ia akan menjual pada harga 

rendah, ketika harga makanan yang tinggi harga tersebut harus didorong 

kebawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva 

permintaan kekiri.
27

 

 

D. Penetapan Harga 

Pemerintah dapat turut mengendalikan harga dengan menetapkan 

kebijaksanaan harga, ceiling price ataupun floor price. Ceiling price artinya 

menetapkan harga tertinggi dan para pedagang tidak boleh menjual lebih 

tinggi dari harga patokan tersebut. Ini tujuannya untuk melindungi rakyat, 

misalnya penetapan harga gula pasir, beras, tepung terigu dan barang 

kebutuhan rakyat lainnya. Floor price yaitu penetapan harga terendah yang 

dibolehkan oleh pemerintah, tidak boleh menjual lebih rendah dari itu, 

tujuannya untuk melindungi kaum produsen, umumnya para petani yang 

menjual hasil pertaniannya ada musim panen, cenderung harga menurun terus. 

Penurunan harga terus menerus ini harus dicegah dengan turut sertanya 

pemerintah memainkan peranan melalui kebijaksanaan harga. 

1. Pemerintah sebagai pengatur dan pemaksa akan mengatur perusahaan 

mentatai dan menjaga lingkungan dari bahaya populasi, pelestarian alam, 

dengan manajemen terpuji dalam berbagai bidang seperti kualitas 
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produksi, kebersihan lingkungan, kebersihan lingkungan, kesejahteraan 

karyawan, mutu layanan terhadap masyarakat dan sebagainya dengan 

memberikan berbagai sertifikat kelayakan. 

2. Pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah memiliki anggaran belanja 

yang terbesar di negara kita, dengan anggaran belanja tersebut, sebagian 

digunakan untuk membeli barang dan jasa. Para produsen memanfatkan 

dana besar yang ada pada pemerintah agar mereka padat ditunjuk sebagai 

leveransir atau penjual buat pemerintah. Pemerintah membeli segala 

macam barang, seperti bahan bangunan, kayu, besi, semen, pakaian, 

mobil, alat-alat tulis kantor, sampai perlengakapan teknologi canggih. 

3. Pemerintah sebagai saingan, pemerintah menguasai bisnis tertentu, 

terutama yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Akan tetapi, para 

pengusaha swasta juga diberi kesempatan bergerak dibidang tersebut. 

Pemerintah menguasai perusahaan air minum, listrik, telekomunikasi, 

perbankan, kereta api, gedung-gedung dan sebagainya. 

4. Pemerintah sebagai pemberi subsidi. Subsidi diberikan oleh pemerintah 

agar kegiatan perekonomian berjalan semestinya. Misalnya, subsidi 

terhadap kaum petani dengan cara membeli gabah lebih mahal dari harga 

sebenarnya atau memberi subsidi terhadap pupuk yang dibeli oleh petani. 

Jika harga pupuk tidak disubsidi oleh pemerintah harga pupuk tidak akan 

dijangkau oleh petani. Subsidi juga diberikan pada bensin yang dibeli oleh 

konsumen dan para pengusaha untuk menjalankan perusahaannya.
28
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Dalam penetapan harga penjual memutuskan produk yang paling tepat. 

Menetapkan harga akan mudah bila dikerjakan secara sistematis, penerimaan 

total penjualan hanya tergantung pada dua komponen, yaitu volume penjualan 

dan harga.
29

 Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan 

harga, yaitu memilih strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga yang 

mencerminkan pertimbangan tambahan yaitu: 

1. Penetration Pricing 

Sebuah perusahaan menggunakan strategi Penetration Pricing 

menetapkan harga sebuah produk brang atau jasa kurang dari harga 

nominalnya, harga pasar jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh 

penerimaan oleh pasar yang lebih cepat atau untuk meningkatkan pangsa 

pasar yang sudah ada. Strategi ini kadang-kadang dapat menakutkan para 

pesaing baru untuk memasuki sebuah celah pasar jika mereka salah 

memandang bahwa Penetration Pricing sebagai sebuah harga jangka 

panjang. Secara nyata, perusahaan yang menggunakan strategi ini 

mengorbankan sejumlah profit margin  untuk menjangkau Penetration 

pasar. 

2. Skiming Pricing 

Strategi Skiming Pricing menetapkan harga barang atau jasa pada 

tingkat yang tinggi dalam waktu yang terbatas sebelum menurunkan harga 

tersebut, pada tingkat yang lebih kompetitif. Strategi ini mengasumsikan 

bahwa para konsumen tertentu akan membayar pada harga yang lebih 
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tinggi karena mereka memandang sebuah barang atau jasa tersebut sebuah 

barang prestisius. Penggunaan Skiming Pricing paling praktis ketika biaya 

awal harus ditutup secepatnya. 

3. Penetapan harga menurut pemimpinan pasar 

Penetapan harga menurut pemimpin pasar menggunakan pesaig 

tertentu sebagai model dalam menetapkan harga barang atau jasa. Reaksi 

yang mungkin muncul dari para pesaing adalah faktor kritis dalam 

menentukan kapan memotong harga dibawah harga yang berlaku saat ini. 

Bisnis berskala kecil dalam persaingannya dengan perusahaan yang lebih 

besar jarang berada dalam posisi untuk memikirkan dirinya sebagai 

pemimpin harga, jika para pesaing memandang penetapan harga yang 

perusahaan kecil relatif tidak penting mereka mungkin memperbolehkan 

harga yang berbeda untuk muncul. Di pihak lain, beberapa pesaing 

mungkin memandang pemotongan harga yang sedikit sebagai ancaman 

langsung menghadapinya dengan mengurangi harga produk mereka. 

Dalam kasus seperti ini kerugian penetapan harga menurut pemimpin 

pasar berperan sangat kecil dalam itu kegunaan penetapan harga menurut 

pemimpin pasar berperan sangat kecil dalam penyelesaiannya. 

4. Penetapan harga variabel 

Beberapa bisnis menggunakan harga variabel untuk menawarkan 

kelonggaran harga untuk para konsumen tertentu, bahkan meskipun 

mereka mungkin memperlihatkan harga yang sama. Kelonggaran yang 

dibuat berbagai alasan termasuk pengetahuan dan daya tawar menawar 

seorang konsumen. Dalam beberapa bidang bisnis banyak perusahaan 
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membuat keputusan penetapan harga dalam dua bagian: mereka 

menetapkan daftar harga standar dan menawarkan daftar harga 

kelonggaran harga pada para pembeli tertentu. 

5. Menetapkan harga fleksibel 

Daripada menggunakan total biaya sebagai dasar keputusan 

penetapan harga, sebanyak perusahaan dengan strategi penetapan harga 

fleksibel mempertimbangkan kondisi pasar khusus dan praktik penetapan 

harga para pesaing.
30

 

 

E. Dalil tentang menaikkan harga tarif dan syarat sahnya dalam pembelian 

tiket angkutan laut 

1. Pengertian Jual Beli  

Jual beli Adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta 

kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.  

a. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu 

(yang lain). Kata lain dari jual beli adalah al-ba’i, asy-syira’, al-

mubadah, dan at-tijarah. Menurut terminologi, para ulama berbeda 

pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :  

b. Menurut ulama Hanafiyah : Jual beli adalah ”pertukaran harta (benda) 

dengan hartaberdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).” 

c. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ :Jual beli adalah “ 

pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.” 
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d. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-mugni :Jual beli adalah “ 

pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.” 

Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara 

penjual ( yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) danpembeli 

(sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).Pada 

masa Rasullallah SAW harga barang itu dibayar dengan mata 

uangyang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari 

perak(dirham). 

Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara 

syar‟i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan 

harta yang lain dengan cara khusus. Bantahan ini kemudian dijawab, 

sebenarnya definisi jual beli adalah akad yang mempunyai saling menukar 

yaitu dengan cara menghilangkan mudhaf (kata sandaran).31 

Karena jual beli merupakan kebutuhandoruridalam kehidupan 

manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka 

Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-

Quran dan hadis. 

2. Landasan atau Dasar Hukum Jual Beli 

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan 

berdasarkan Al-Qur’an, Hadist Nabi, dan Ijma’ Yakni : 

1. Al Qur’an 

Yang mana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa : 29 

 

 
                                                             

31
MuhammadAzam. Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam. Sinar Grafika 

Offset.Jakarta: 2010 



 48 

                      

                          

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara 

kamu” (QS. An-Nisa : 29).32 

               

Artinya:  “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

(QS. Al-Baqarah : 275). 

 

2.   Sunnah 

Nabi, yang mengatakan:” Suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang 

mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, ’Seseorang bekerja 

dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim 

yang menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’). Maksud mabrur dalam 

hadist adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan 

merugikan orang lain. 

3. Ijma’  

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain 

yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. 

Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur’an dan hadist, hukum jual beli adalah 

mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itubisa 

berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.  
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Berikut ini adalah contoh bagaimana hukum jual beli bisa berubah 

menjadi sunah, wajib, haram, atau makruh. Jual beli hukumnya 

sunah,misalnya dalam jual beli barang yang hukum menggunakan barang 

yang diperjual-belikan itu sunah seperti minyak wangi. Jual beli 

hukumnya wajib, misalnya jika ada suatu ketika para pedagang menimbun 

beras, sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun 

melambung tinggi. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang beras 

untuk menjual beras yang ditimbunnya dengan harga sebelum terjadi 

pelonjakan harga.  

Menurut Islam, para pedagang beras tersebutwajibmenjual beras 

yang ditimbun sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jual beli hukumnya 

haram, misalnya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang 

diperbolehkan dalam Islam, juga mengandung unsur penipuan. Jual beli 

hukumnya makruh, apabila barang yang dijual-belikan ituhukumnya 

makruh seperti rokok. 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual 

beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara’ (hukum 

islam). Rukun Jual Beli: 

1. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli 

2. Objek akad (barang dan harga) 

3. Ijab qabul (perjanjian/persetujuan) 
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a.  Orang yang melaksanakan akad jual beli ( penjual dan pembeli ) 

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah :  

1. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak 

sah. 

2. Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak 

sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mampu 

membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli 

terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : permen, 

kue, kerupuk, dll. 

2. Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak 

menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah 

jual belinya.  

b. Sigat atau Ucapan  

Ijab dan Kabul. Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam 

jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan 

itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab 

(dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli).  

Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah :  

1. Orang yang mengucap ijab kabul telah akil baliqh. 

2. Kabul harus sesuai dengan ijab. 

3. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis. 

c. Barang Yang Diperjual Belikan 

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat 

yang diharuskan, antara lain :  
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1. Barang yang diperjual-belikan itu halal. 

2. Barang itu ada manfaatnya. 

3. Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain. 

4. Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya. 

5. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli 

dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-

sifatnya. 

d. Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern sampai sekarang 

ini berupa uang). 

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah : 

1) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. 

2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual 

beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan 

kartu kredit. 

3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-muqayadah (nilai 

tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang). 

4. Barang Yang Dilarang Diperjual Belikan Dalam Islam 

Islam melarang bentuk jual beli yan mengandung tindak bahaya 

bagi yang lain semacam jika BBM naik, sebagian pedagang menimbun 

barang sehingga membuat warga sulit mencari minyak dan hanya bisa 

diperoleh dengan harga yang relatif mahal. Begitu pula segala bentuk 

penipuan dan pengelabuan dalam jual beli menjadikannya terlarang. Saat 

ini kita akan melihat bahasan sebagai tindak lanjut dari tulisan sebelumnya 

mengenai bentuk jual beli yang terlarang. 
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Sebagai agama yang lengkap telah memberikan petunjuk lengkap 

tentang perdagangan, termasuk didalamnyabarang-barang yang tidak 

boleh diperjualbelikan. Sebagai pengusaha muslimsudah sepantasnya kita 

mempelajari masalah ini agar terhindar dari perniagaan yang haram dan 

tidak di ridhoi allah. 

Islam adalah agama yang syamil, yang mencangkup segala 

permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah 

disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh, berdasarkan 

Al Quran, sunnah, ijma’ dan dalil aqli. Allah SWT membolehkan jual-beli 

agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini. 

Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-

ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh 

dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena 

telah menyalahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya 

merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang. Diantara jual 

beli yang dilarang dalam Islam tersebut antara lain: 

1. Ba’i al-gharar  

Secara bahasa gharar bermakna ketidakpastian, ketidakpastian 

bagi dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.Secara istilah 

gharar berarti suatu transaksi yang akibat atau risikonya terlipat bagi 

dua pihak yang bertransaksi.33 
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Bai’ Al-Gharar adalah jual beli yang mengandung unsurrisiko dan 

akan menjadi beban bagi salah satu pihak dan mendatangkan kerugian 

financial. Gharar bermakna suatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, 

diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitas atau sesuatu 

yang tidak bisa diserahterimakan. 34 

Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang 

dilarang dalam syariat Islam. Menurut Imam al-Qarafi mengemukakan 

ghararadalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah 

efek.akad terlaksana atau tidak seperti melakukan jual beli ikan yang masih 

dalam air (tambak).  

Pendapat Imam al-Qarafi diatas sejalan dengan pendapat Imam as-

Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memanfang gharar dari ketidakpastian 

akibat yang timbul dari suatu akad.Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, 

bahwa ghararadalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik 

obyek itu ada maupun tidak, seperti penjual sapi yang sedang lepas.35 

Sedangkan menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 

10 (sepuluh) macam:  

a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih 

dalamkandungan induknya.  

b. Tidak diketahui harga dan barangnya.  

c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.  
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d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.  

e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti: “saya jual kepadamu, 

jika Ahmad datang”. 

f. Menghargakan dua kali pada satu barang, seperti: kujual buku ini 

seharga Rp. 10.000 dengan tunai atau seharga Rp. 15.000 dengan cara 

utang.  

g. Menjual barang yang diharapkan selamat.  

h. Jual beli husda‟, misalnya pembeli memegang tongkat jatuh wajib 

membeli.  

i. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar, 

seperti seorang melempar bajunya kemudian yang lainpun melempar 

bajunya, maka jadilah jual beli.  

j. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib  

membelinya. 

2. Jual Beli Barang yang tidak ada penjualnya (bai‟al-ma‟dlum)  

Bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak 

jual beli dilakukan. Ulama mazhab sepakat atas ketidaksahan akad 

ini.Seperti menjual mutiara yang masih ada didasar lautan, wol yang masih 

dipunggung domba, menjual buku yang belum dicetak dan lainnya. 

Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkan akad ini, karena objek tidak 

bisa ditentukan secara sempurna.Kadar dan sifatnya tidak bisa 

teridentifikasi secara jelas serta objek tersebut tidak bisa diserahterimakan. 
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Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimyah memperbolehkan bai‟ al-ma‟dumdengan 

catatan objek transaksi dapat dipastikan adanya diwaktu mendatang karena 

adanya unsur kebiasaan.36 

3.  Jual beli suatu barang yang belum diterima.  

Dilarang menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum 

diterimakan kepada pembelinya, kecuali jika barang itu diamanatkan oleh 

si pembeli kepada penjualnya, maka menjualnya itu sah, karena telah 

dimiliki dengan penuh.  

4.  Jual beli barang najis  

Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan 

darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan harta secara asal. 

Tapi perniagaan atas anjing, macan, srigala, kucing diperbolehkan.Karena 

secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu 

sehingga digolongkan sebagai harta. Menjual barang najis dan manfaatnya 

diperbolehkan, asalkan tidak untuk dikonsumsi. Seperti kulit hewan, 

minyak dan lainnya.Intinya, setiap barang yang memiliki nilai manfaat 

yang dibenarkan syara’, maka boleh ditransaksikan.37 

5.  Ba’i al-inah 

Bai‟al-ininahBai‟ al-inahadalah pinjaman ribawiyang direkayasa 

dengan praktik jual beli. Misalnya, Salwa menjual mobilnya seharga 

Rp.125.000.000 kepada Najwa secara tempo dengan jangka waktu 
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pembayaran 3 bulan mendatang. Sebelum waktu pembayaran tiba, Salwa 

membelinya dari Najwa dengan harga Rp.100.000.000 secara kontan. 

Najwa menerima uang cash tersebut, tapi ia tetap harus membayar 

Rp.125.000.000 kepada Salwa untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. 

Selisih Rp.25.000.000 dengan adanya perbedaan waktu merupakan 

tambahan ribawiyang diharamkan.  

6.  Bai‟atan fi bai‟ah 

Imam Syafi’i menjelaskan 2 penafsiran, yaitu: 

a. Seorang penjual berkata, saya menjual barang ini Rp.2.000.000 secara 

tempo dan Rp.1.000.000 secara kontan, terserah mau pilih yang mana 

dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan 

jual beli mengikat salah satu pihak.  

b. Saya akan menjual rumahku, tapi kamu juga harus menjual mobil 

kamu kepadaku. Alasan dilarangnya bentuk transaksi pertama adalah 

adanya unsur ghararkarena ketidak jelasan harga, pembeli tidak tahu 

secara pasti harga dalam akad yang disepakati penjual. Bentuk 

transaksi kedua dilarang karena mengandung unsur eksploitasi kepada 

orang lain. Penjual memanfaatkan kebutuhan pembeli dan 

mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan kemungkinan akan 

mengurangi kerida’an pembeli. 

7.  Barang yang tidak bisa diserah terimakan.  

Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek 

tersebut merupakan milik penjual.Seperti menjual burung merpati yang 

keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri dan lainnya.Ulama 
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empatmazhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena objek 

transaksi tidak bisa di serahterimakan dan mengandung unsur gharar.
38

 

Dari uraian yang telah diungkapkan di atas, penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwasanya dalam Islam adapula jual beli yang 

dilarang, untuk jual beli yang termasuk didalamnya yaitu Ba’i al-Gharar 

dimana jual beli tersebut mengandung unsur risiko dan akan menjadi 

beban bagi salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial, 

kemudian jual beli yang tidak ada penjualnya (ba‟i al-ma‟dlum) jual beli 

suatu barang yang belum diterima, jual beli barang najis, ba‟i al-inahyaitu 

pinjaman atau jual beli yang direkayasa, bai‟atan fi bai‟ah dan yang 

terakhir barang yang tidak bisa diserah terimakan. 

 

F.  Definisi Respon   

 Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (activity) 

dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap 

jenis kegiatan (activity) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga 

disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai 

hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan-pesan.
39

 

Menurut “Kamus Besar Ilmu pengetahuan”, respon adalah “reaksi 

psikologis-metabolik  terhadap  tibanya  suatu  rangsangan.  Ada  yang 

                                                             
38

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah,Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008 
39

 Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008), Hal. 

51   



 58 

bersifat otomatis seperti reflex dan reaksi emosional langsung, ada pula yang   

bersifat   terkendali”.
40

 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M. Chaffe maka 

respon itu sendiri terbagi menjadi tiga diantaranya adalah:
41

 

a. Komponen Kognitif (pengetahuan) Respon kognitif berkaitan dengan 

pengetahuan, keterampilan, dan informasi seseorang mengenai sesuatu. 

Respon  ini  timbul  apabila  adanya  perubahan  terhadap  apa  yang 

dipahami atau dipersepsikan oleh khayalak. 

b. Komponen Afektif (sikap) Respon afektif berhubungan dengan emosi, 

sikap dan nilai sesorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada 

perubahan pada apa yang disenangi khalayak terhadap sesuatu. 

c. Komponen  Konatif (tindakan)  Respon  yang  berhubungan  dengan 

perilaku nyata, meliputi tindakan, kegiatan, atau kebiasaan 

berperilaku.Dengan  kata  lain  respon  ini  menunjukkan  intensitas  sikap,  

yaitu kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap 

objeksikap. 

d. Suatu sikap terbentuk pada diri seseorang akan dipengaruhi oleh faktor  

internal  maupun  eksternal.  Mengenai  reaksi  yang  dapat diberikan 

individu terdapat objek sikap dapat dijelaskan bahwa objek akan 

dipersepsi oleh individu yang bersangkutan. 
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